
 

WALI KOTA PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 21E TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI  JABATAN  PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengingat : 

a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, 

transparansi, kualitas, dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil 

diperlukan Standar Kompetensi Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

mengamanatkan bahwa dalam 

menyelenggarakan manajemen karier Pegawai 

Negeri Sipil, instansi pemerintah harus 

menyusun Standar Kompetensi Jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 

Jogjakarta; 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 297); 

7. Peraturan   Menteri    Pendayagunaan    Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 

Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi 

Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 

Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR 
KOMPETENSI         JABATAN PELAKSANA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN 

dalam suatu satuan kerja organisasi. 

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 

dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

9. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

10. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai 

tugas dan/atau fungsi jabatan. 

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan 

untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 

12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, 

perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral,  emosi 

dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan 

Jabatan. 

13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan 

yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 

14. Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial 

Kultural adalah persyaratan kompetensi manajerial dan 

kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki seorang 



PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 

 
 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

Pasal 2 

Dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit, 

Pemerintah Daerah menyusun Standar Kompetensi Jabatan. 

 
Pasal 3 

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana terdiri dari: 

a. standar kompetensi manajerial; dan 

b. standar kompetensi sosial kultural. 

 

 
Pasal 4 

(1) Standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a merupakan persyaratan kompetensi manajerial 
minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam  melaksanakan 
tugas jabatan. 

(2) Standar kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b merupakan persyaratan kompetensi sosial kultural 
minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam  melaksanakan 
tugas jabatan. 

 
Pasal 5 

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana  di  Lingkungan  Pemerintah 

Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Pekalongan. 

 
 Ditetapkan di Pekalongan 

pada tanggal 21 Februari 2023 
 
WALI KOTA PEKALONGAN, 
 
                      ttd 
 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 21 Februari 2023 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH, 
 
                ttd 
 
ANITA HERU KUSUMORINI 

 

 
BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 21E 
 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PEKALONGAN 
 
 
 
 

ROFIEQ, S.H 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19670212 199310 1 001 

 



LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 21E TAHUN 2023 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI 
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

 
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
 

No. Rumpun Jabatan Pelaksana 

1 Analis 

2 Penyusun 

3 Pengelola 

4 Pengolah 

5 Pengadministrasi 

6 Pengemudi 

7 Pramu 

 

 
WALI KOTA PEKALONGAN, 
 
                      ttd 
 
 
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


